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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening
Bukuy Kas No.

Tanggal

Terima Dar

Banyaknya Uang :

KWITANSI

! sn?_m.nmz.ﬁ. 1.02.02.01.0026
T PR S P MDE

23 - 0B - 202y

. Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

we SATU JUTA LIMA RATUS RIBU BUFIAH ==

: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN  BIDANG  PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN  DAN
PENGKAJIAN PERATURAN SUS KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN
DAN PERATURAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

MENGETAHUL

KABID, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAERAH SELAKU PPTK

NIP. 19741216 198311 1 001

Makassar, 22 - O -dpau
Yang Menearima,

Ve =

NIP, 198003202014102001

Jumiah Uang Rp. 1.500.000,- |




NO. DAFTAR: 002 14/505000000020000/2024

DAFTAR : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRAS! KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jilgrs Achemasd Yare Momar 2 Bulo Gading. Ujung Panding Kols Mekesanr. Slises: Selaten Sooe Pos 90111
T-upmrmu}mm Fi:-rihmut"imr
Laman T | Pogegl ped e m e i

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSBAR
NOMOR: 342/SETDA/ 188.4/TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN fASURANSI BAG] NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN
PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang & bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran
Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data
Kelitbangan dan Peraturan pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang
periu adanya Tenaga Administrasi sebagal Penunjang
untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/Asuransi
bagi Non Aparatur Sipil Negura pada sub Kegiatan
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Pada
Badan Penclitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat | di
Suluwesi (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negaran Republik
Incdlonesia nomor 44.21);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20232
tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolann Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Dagerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 17B1);

Perangkat Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkst
Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2023 tentang Perubahan Daerah atas Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun
2023);

Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belunja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);




Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU :

KEDUA

9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendulcung Non
Aparatur Sipil Negara scbagai Laskar Pelayanan
Publik yang berintegritas pada Lingkup Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 32);

10, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kot MakassarTahun Anggaran 2024, (Berita
Daerah Kota.

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor :

3475/188.4.45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan

Tenaga Pendukung Non ASN schagai Laskar Pelangi

Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA
JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA [URAN
JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA
KELITBANGAN DAN PERATURAN PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024,

Menunjuk 2 (dua) orang Non ASN Tenaga Administrasi
pada Sub Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024

Kepada 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, diberikan Belanja Jasa Tenage Administrasi
serta Belanja Juran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur
Sipil Negara pada sub Pengelolaan Data Kelitbangan dan
Peraturan pada Badan Penclitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi:

Rp1.500,000,00 /Orang/Bulan

b. Belanja luran/ Jaminan asuransi: .
1. Kesehatan : Rp141.000,00/Orang/Bulan.
2. Kecelakaan Kerja: Rp3.600,00/Orang/Bulan.
3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan.




KETIGA ¢ Pemberian Belanja Jasa Tenags  Admimnistrasi
sebagaimuna  dimaksud Diktum KEDUA, dibenkan
sebagni penunjing kelancaran pelaksanaan tugas pada
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan
Peruturan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Paerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

KEEMPAT . Segaln binyn wyang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui
Dokumen Pelaksans Anggaran Badan Penelitian dan
Pengembungan Docrah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,

KELIMA © Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanann
Keputusan Sekretans Daerah Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa  Tenaga
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/ Asuransi Bag
Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegiatan Pengelolaan
Data Kelitbangan dan Peraturan pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Dacrah Kotn Makassar Tahun
Anggaran 2024, akan distur dan dipertanggungawabkan
lebih  lanjut okch Kepala Badan Pepcliian dan
Pengembangan Dacrah Kota Makassar,

KEENAM : Keputusan ini mulad berfaku pada tanggal ditetaphan.

Tembusan -

1. Wali Kota Makassar i Mabansar,

2. Inmpektur Darrnh Kotn Makassar o Mokossar;

A Kepaln BPKAD Kota Makassir di Makassar,

4. Kepila Badan Perencanann dan Pembangunan Deerah Bols Maksissar di Makassar;
5 Repals Badan Peosdibian dean Praogew baogan Dacraly Koba Malassur Jb Mok ssar,
B hepeila Bagan Hukum Seida kRote Makassar i Makassar,

7. Masing-masing vang bersangkatnn uniuk oot




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Salam Jendenal Al Y Mo 2 Mokassar 9001

KEFUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

HKOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/26/ KEP/11/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN
DAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN FENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang : .

Mengingat : 1.

3.

bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,
dipundang perlu  memberikan  belanjn  jasa  tenags
administrasi serta belanja juaran jaminan [ asuransi bag
non aparatur sipil negara pada sub kegintan pengelolaan data
kelitbangan dan peraturan pada Hadan Penehiban dan
Pengembangan Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024

bahwa untuk maksud terscbut di atas, perlu ditetapkan
denpgan Keputusan  Kepila Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kotn Makassar.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [1 di Sulawesi [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomaor 74, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 1822

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penvelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korups,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
J851).

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Namor 47, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharann  Negurs  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesin Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negarn
Repuhlik Indonesin Nomor 4551

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
S04,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentung Perimbangun
Keitanean Antara  Pemerintah  Pusal dan  Permnerintahan




-

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Hepublik indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234};

8. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahsn Lombaran Ncgara

Indonesia Nomor 5587) sebagaimuna telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahanlembaran Negars Pepublik Indonesia Nomor
5679);

10, Peraturun Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578];

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneaia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daemah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedus atas Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

13, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Deerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016);

14, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang PFokok Pokok Pengelolnan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahud 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

16, Peraturan Daerash Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kota
Makasssar Tahun Angearan 2024;

17. Peraturan Walikota Malkassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

18. Surat Keputusan Sckretaris Dacruh Kota Makassar Nomor
3475/188/4.45/Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023

tentang Pengangiatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai
1 ankar Prlanei Tahun Ansvaran 2024:




3

19, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor
342 /SETDA/ 188,4 /TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024
tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tlenaga
administrasi serta belanjs jnaran jaminan / asuransi bagl
non aparatur sipil negara pada tenage penunjang pelaksana
sub kegiatan pengelolaan date kelitbangan dan peraturan
pada Badan Penelitiann dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN:

Mepetapkan : KEPUTUBAN KEPALA BADAN  PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN /
ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN
PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2024.

Memberikan belanja jasa lenaga administrasi serta belanja
iuaran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada
mhhﬁmmpangahhnndnmkeﬁmdnnpumtumnpndn
badan penelitian dan pengembangan daerah kota makassar
tahun anggaran 2024 pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama
sebagal berikut :

Ho MAMA NIK JABATAN

I | SAKHRONL, 8H B171022711840006 | LASKAR
PELAYANAN
JASA
ADMINISTRAS!
PERCANTORAN

Pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja
fuaran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada
sub kegintan pengelolaan data kelitbangan dan pemluran
se dimaksud pada Diktam KESATU, akan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksannan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan. |




Ditetapkan di Makassar

[T . '_' '.
NIP: 197

1. 1 Kota Makassar di Makassar,

2. Kepala DPFKAD Kota Makassaw di Makansar,
3. Masing-masing yang bersangkutan:

4. Pertinggul.




